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BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 45 TAHUN
2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 7 TAHUN 2013

. TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2013
tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi dan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M/2011 tentang Pedoman
Persyaratan Pembeérian I2in Usaha Jasa Konstruksi
Nasional, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin
Usaha Jasa Konstruksi perlu diubah;

“ b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 45 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun
2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); a
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4523);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang

Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3957);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraaan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

11.

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2738);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah,;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun

2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomoe 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13); (7 A
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Menetapkan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun

2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun

2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 7);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

04 /PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 45 TAHUN
2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 7 TAHUN
2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 45 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun
2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 45) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 huruf e diubah sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Permohonan Izin baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) huruf a, melalui mekanisme dan
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana
tercantum pada Form III dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini;

b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;

c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman
perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;

d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha
(SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi

lembaga;
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. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha

(PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli
/terampil dengan Penanggung Jawab utama Badan Usaha (PJUBU);
menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat
Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-
BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

. menyerahkan daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Badan Usaha;
.menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab

Badan Usaha;
menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijjazah pendidikan
formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;

. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila

BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;

. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku

dan dileges Desa/Kelurahan; dan
menyerahkan surat kuasa dari Ppenanggung Jawab Badan Usaha bila
pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Ketentuan Pasal 16 huruf d diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 16

Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b,
melalui mekanisme dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

b.
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diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis
masa berlakunya;

mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum pada Form III
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih

berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;

. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha

(PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga
Ahli/terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);

. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat

Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-
BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan
formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian
pegawai;

. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang

ditandatangani Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;

. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku

dan dileges Desa/Kelurahan;
menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan,;

. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban

pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;

. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan

menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila
pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.
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3. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 45
(1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin
tersebut.

(2) Dihapus.

Pasal 1II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

. Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 ipril 2015
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BUPATI\PURBALINGGA,

;{ SUKENTO RIDO MARHAENDRIANT})‘.

Diundangkan di Purbalingga
K pada tanggal 9 4pril 2015

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 45




